
       
 

 

    GUBERNUR  KALIMANTAN  BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR     2       TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2016 

TENTANG KODE REKENING ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA 

 DAERAH  PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARTAN 2017 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rtangka memperlancar proses penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat, telah ditetapkan Peraturan  Gubernur 
Nomor 29 Tahun 2016 tentabng Kode Rekening Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan 
perubahan kode rekening untuk Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Lampiran 
Peraturan Gubernur 29 Tahun 2016 tentang Kode Rekening 
Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017;   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 

1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1106); 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4285); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dan terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 
5679); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indoensia Nomor 5494); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pemnbina  dan Pengawasan Penyelengaraan 
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 

 

 

 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor  4, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat  (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat  Nomor  6); 
 

19. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kode 
Rekening Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah  

Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat  Tahun 2016 Nomor 29).  

 

M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan 

 
: 

 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 
2016 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal  I 
 

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016  tentang Kode 
Rekening Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah  Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat     

Tahun 2016 Nomor 29), diubah sebagai berikut :  
 

                                                     Pasal  3 

 
(1) Kode rekening sebagaimna dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun           

sebagai berikut : 
a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan; 
 
 

 
 

 



b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c 

dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 
kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja; 

c. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf  c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan ; 

 
(2)  Susunan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
Gubernur ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  Provinsi 
Kalimantan Barat. 

 

 
 

         Ditetapkan di Pontianak 
         pada tanggal        

 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 
 

 
 

CORNELIS 
 

Diundangkan di Pontianak  

pada tanggal        
 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

 

 
 
 

 M. ZEET HAMDY ASSOVIE 
 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

BHINNEKA

  

TUNGGAL IKA


